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__________________________________________________________________
Skripsi ini adalah studi tentang bagaimanakah kewajiban nafkah keluarga
menurut pendapat syariat Islam dan undang-undang hukum perdata/perkawinan di
Indonesia (undang-undang nomor 1 tahun 1974 ) dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI).
Menurut syariat Islam seorang laki-laki dalam menjadi seorang suami wajib
memiliki beberapa sifat yaitu, berpengalaman agama dan mengamalkannya
dengan sempurna, dikatakan demikian karena seorang suami tidak akan hanya
memimpin keluarganya dengan memberi  nafkah saja akan tetapi juga akan
menjadi iman untuk keluarganya nanti , sempurna akal dan fikiran, sehat dan
lahir batin, dan memberikan nafkah dengan kemampuannya, tetapi kewajiban ini
tetap harus dilaksanakan
Tujuan untuk mengangkat judul ini dalam skripsi ini, untuk mengetahui
lebih dalam lagi bagaimanakah tugas-tugas dan apa-apa saja kewajiban seorang
suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam rumah tangganya, dan juga
tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangganya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis memuat beberapa buku
referensi yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis yakni kewajiban nafkah
keluarga, baik masalah kewajiban seorang suami, tanggung jawab seorang suami
terhadap keluarganya, dan lain sebagainya, tentunya dengan tinjauan dari syariat
Islam dan beberapa pasal-pasal tentang perkawinan dalam kitab Undang-undang
perdata, dan juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan hasil dari beberapa buku referensi. Dapat disimpulkan bahwa
suami dalam membina rumah tangga memang tidaklah mudah. Dimana seorang
suami dituntut untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tidak hanya
itu, dalam membina sebuah keluarga seorang suami juga mengemban suatu
tanggung jawab terhadap keluarganya yang dimana salah satunya adalah tanggung
jawab terhadap Allah SWT dan agamanya.
vKATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
  ﮫـﻟا  ﻰﻠﻋو , ﻦﯿﻠﺳﺮﻤﻟاو  ءﺎﯿــﺒﻧﻷا فﺮﺷا ﻰﻠﻋ م ﻼـﺴﻟاو  ة ﻼﺼﻟاو  ﻦﯿـﻤﻟﺎﻌﻟا بر  ﺪﻤﺤﻟا
ﺪـﻌﺑ ﺎﻣا .ﻦﯿﻌﻤﺟا  ﮫﺒﺤﺻو
Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya,
salawat dan salam teruntuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa
kita dari alam jahiliah menuju alam yang terang benderang. Atas Ridha-Nya dan
doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang
panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa
untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini,
penulis memilih judul “Kewajiban Nafkah Keluarga di Tinjau Dari Syariat
Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. Semoga kehadiran skripsi ini
dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang
menaruh minat pada masalah ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan
skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari
berbagai pihak. Untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan
penghargaan kepada :
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1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang
tua, Ayahanda Drs. M. Sanusi Rabang., SH., MH dan Ibunda Maryati
Manja tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan diiringi
doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga
sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara/i kandung Suharni
Sanusi, S.EI, Syahruddin Sanusi, S.H, Syahraeni Sanusi, dan Sukmawati
Widya Sanusi, yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat
menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin
Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman. M.A.
wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan
Hukum, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu saya
atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, itu
tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang
mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal salih mereka.
4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Peradilan
Agama dan Dra. Intan Cahyani S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan
Peradilan Agama, dan seluruh staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan selama
penulis menempuh kegiatan akademik di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar.
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5. Dr. H. Lomba Sultan, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Jamal
Jamil, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan waktu,
tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan
penulisan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh stafnya
dan karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang
dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Serta kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat di sebutkan
satu persatu namanya dalam skripsi ini, mohon di maafkan. Dan atas bantuan,
dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kalian di ucapkan banyak
terima kasih.
Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya. Kiranya
bantuan dan pertolongan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala
di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Agama,
Bangsa dan Negara. Amin
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Judul Skripsi : Class Actions di Indonesia, Perspektif Hukum Islam
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai lembaga baru, class action atau gugatan kelompok diperkenalkan
dalam sistem hukum modern, sebagai langkah yang tumbuh dari masyarakat yang
pada awalnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sadar akan hak-
haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan struktur yang selama ini ada dan
terpelihara ternyata tidak memadai, sistem hukum selama ini hanya mengenal
keberadaan subjek hukum sebagai pihak yang diakui untuk dapat mempertahankan
hak-haknya dimuka hakim.
Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban secara teoritis terdiri
dari 2 (dua) bentuk; pertama, orang sebagai subjek hukum alamiah (naturlijk
persoon), kedua, subjek hukum buatan berupa badan-badan hukum (recht persoon)
seperti negara, perusahaan, koperasi, yayasan dan lain sebagainya, yang terlebih
dahulu disahkan sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban.
Dengan sendirinya pihak-pihak yang dapat menuntut/mempertahankan hak di
muka hakim adalah mereka-mereka yang tergolong sebagai subyek hukum tersebut
diatas baik secara perdata (privat) maupun pidana (publik). Lantas bagaimanakah jika
perkara tersebut mengakibatkan kerugian pada orang banyak seperti apakah hukum
mengaturnya?.
2Sementara ini masyarakat dianggap sebagai kumpulan orang-orang, orang-
orang tersebut sebagai subjek hukum alamiah. Kenyataan (kumpulan) dalam hukum
tidak dapat dikatakan sebagai keadaan yang mewakili kepentingan kelompok tertentu
(publik). Dengan sendirinya jikalau akan dilakukan penuntutan di lembaga
pengadilan haruslah perkara yang bersifat keperdataan (privat) dan dilakukan oleh
yang bersangkutan masing-masing. Sedangkan apabila hal yang hendak dituntut
menyangkut kepentingan orang banyak (kelompok), maka tidaklah dapat seseorang
serta merta menggugat dengan menyatakan diri mewakili kepentingan kelompok
tersebut.
Tetapi dalam buku yang disusun oleh Drs. H.M Busaeri Juddah yang
membahas tentang lembaga pengadilan, dan salah satu pengertian lembaga
pengadilan menurut istilah syar’i:
ﺔﻤﻮﺼﺨﻠاﻞﺼﻔﻦﯿﺒﻦﯿﻤﺼﺨﻢﮑﺤﺒﺮﺜکﺄﻔﷲا﴿ﻌﻠاﻞﻮﻘﺀﺎﻤﻠ﴾
Terjemahnya:
“Adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih dengan hukum
Allah”.1
Atas dasar bentuk yang kovensional tersebut dirasakan adanya kekurangan
sehingga menimbulkan kebutuhan akan adanya terobosan baru. Terobosan tersebut
dalam sistem hukum modern kita sekarang ini dikenal sebagai Class Action,
1 Drs. H.M. Busaeri Juddah. Bahan Pelengkap Peradilan Islam (Lampiran). (Ujung Pandang,
1991), h. 4-5
3memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut/mempertahankan hak-haknya
secara bersama-sama dengan cara perwakilan/representasi.2
Class Action atau Gugatan Kelompok merupakan fenomena yang menarik
dalam perkembangan hukum di Indonesia Gugatan. Class Actions dalam terminologi
hukum didefinisikan sebagai prosedur pengajuan gugatan, ketika satu orang atau
lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan
sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.
Utamanya, mempersalahkan kebutuhan masyarakat indonesia terhadap
diadakan atau diterapkannya prosedur class action entah karena merupakan
keniscayaan atau hanya upaya pembangunan hukum atau reformasi hukum3 untuk
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Juga, tentang apa yang ada di Indonesia
untuk dapat menerapkan atau mengoperasikan prosedur tersebut secara efektif dan
efisien serta sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, bermaksud menjelaskan
proses dan pendekatan yang dipakai dalam melakukan class action itu. Lebih dari itu,
untuk menjelaskan keberhasilan yang dicapai dan kegagalan yang dialami dalam
class action di Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah perubahan yang
kondusif bagi penerapan di masa mendatang.
2 Konsideran Perma No. 1 Tahun 2002 perihal tujuan pengaturan prosedur
gugatan kelompok.
3Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 1
4Kebutuhan terhadap prosedur class action bagi masyarakat indonesia perlu
dijelaskan karena meniscayakan adanya dorongan-dorongan dan ekspektasi-
ekspektasi. Tidak mngkin diintroduksinya institusi hukum tertentu dalam suatu
kekosongan kebutuhan, harapan, dan capaian-capain tertentu. Sementara, yang ada di
Indonesia secara hipotesis memiliki basis sosial, sistem dan tradisi hukum asal class
action di bangun dan dikembangkan, atau setidaknya memiliki konteks sosial, budaya
dan hukum yang berbeda.
Hal ini semakin relevan jika sepakat dengan apa yang disebut oleh Trubek
sebagai “internationalization of legal fields”, bahwa tidak ada garis batas yang jelas
antara hukum internasional dan hukum nasional, serta lapangan (bidang) hukum yang
lain. Lebih dari itu, “global” dan “nasional” adalah suatu yang interpenetratif dan
interrelasi, sehingga harus dikaji sebagi suatu keseluruhan.4
Sementara, pelbagai undang-undang yang mengatur prosedur class action di
Indonesia masih sangat sederhana dalam menjembatani pemahaman terhadap konsep,
prinsip, atau teori yang melingkupi implementasi prosedur itu di lingkungan asalnya,
sehingga prosedur class actions dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan
dibangunnya meskipun dalam lingkungan tradisi hukum yang berbeda.
4 David M. Trubek, et all., Global Restructuring and the Law: The Internationalization of
Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas (University Of Wisconsin, 1993), h. 3
5B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian itu, maka penulis menetapkan masalah pokok bagaimana
mekanisme class action di Indonesia? Dari pokok permasalahan itu, penulis
mengemukakan sub masalah berikut, yakni:
1. Bagaimana tujuan yang dilekatkan pada class action?
2. Bagaimana hukum class action di Indonesia?
3. Bagaimana class action dalam hokum Islam?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Judul skripsi ini adalah, Class Actions di Indonesia, Perspektif Hukum
Islam. Bertitik tolak dari judul tersebut, maka penulis menguraikan beberapa istilah
yang merupakan variabel dalam penelitian ini.
Class Action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau
lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau
lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.5
Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian, class actions adalah suatu
cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam
suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai
perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.6
5 httpwww.elsam.or.iddownloads1262842560_09._Prosedur_Class_Action.pdf
6 Erman Rajagukguk, dkk., Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT. Mandar Maju,
2000), hal. 71.
6BAB IV
KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA MENURUT PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA
A. Pandangan perundang-undangan terhadap kewajiban nafkah keluarga
Seperti hal-hal lain dalam hukum pernikahan Islam, aturan-aturan yang
menyangkut kebutuhan hidup bagi isteri banyak sekali menguntungkan pihak laki-
laki. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di
Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri.
Ketentuan hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal
30 dijelaskan : ”Suami isteri memikul kewajiban yang luhuruntuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-undang ini
terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandangbahwa
melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari
ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat
perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat.
Dalam pengelolaan rumah tangga, undang-undang menempatkan suami isteri pada
kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk
kepentingan bersama dalam keluarga dan dalam masyarakat. Ini diungkapkan dalam
pasal 31 ayat 1 dan 2, di sini mengindikasikan bahwa pendapat kemitraan
(partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai
perumusan pembagian pekerjaan dan tanggungjawab (Pasal 31 ayat 3). Dalam pasal
7tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah
tangga. Perkataan ’ibu rumah tangga’ tidak boleh dipandang sebagai penurunan
kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan
kemampuan untuk bekerja diluar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan
tersebut. Sebagai isteri dia berhak melakukan pekerjaan diluar rumah tangganya asal
dia tidak melupakan fungsinya sebagai isteri di rumah dan ibu rumah tanggayang
secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang di antara suami dan anak dalam
sebuah pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedang
suami sebagai pemimpin dalam keluarga menjadi penanggungjawab penghidupan dan
kehidupan isteri dan keluarga disertai dengan nasihat dan perhatian dalam usahanya
secara bersama dengan isteri untuk kebahagiaan dalam rumah tangga.
Untuk mengembangkan fungsi masing-masing, pasal 32 ayat 1 yang ditentukan
secara bersama-sama dengan pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa  suami isteri harus
memiliki sebuah tempat tinggal (kediaman) yang tetap. Ketentuan ini berbeda dengan
ketentuanhukum perdata dan hukum yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat yang mewajibkan isteri tinggal dirumah suaminya. Undang-undang
menganggap musyawarah dalam menentukan tempat tinggal adalah sejalan dengan
ketentuan sebelumnya ayng menempatkan suami dalam kedudukan seimbang dalam
melakukan setiap perbuatan yang memiliki akibat hukum kepada suami isteri
tersebut.
Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang
Perkawinan yaitu dalam pasal 33 yang berbunyi : ”Suami isteri wajib saling
8mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir maupun bantuan
bathin yang satu kepada yang lain”.
Pasal ini mengisyaratkan bahwa ketika suami telah mempunyai kedudukan yang
sama dalam perkawinan, maka antara suami dan isteri harus ada saling hormat
menghormati, saling setia, yang merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing
suami isteri. Penulis berpandangan bahwa dari beberapa pasal yang telah
dikemukakan diatas, undang-undang telah menekankan bahwa perolehan hak terkait
erat dengan penuaian kewajiban, walaupun hak-hak yang tersebut di atas adalah hak-
hak yang dirasakan.
Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur kebutuhan yang dimana dapat
diakses langsung dari suami isteri:
A. Ayat (1): ”Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
B. Ayat (2): ”Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-
baiknya”.
Pasal ini tidak menyebut kewajiban suami isteri bersifat kebutuhan lahir dengan
terminologi ”nafkah”, akan tetapi keperluan hidup berumah tangga. Namun secara
jelas yang dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi
kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Adapun yang menarik dalam
ketentuan pasal ini adalah tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal dalam
nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, akan tetapi didasarkan kepada
keadaan masing-masing suami isteri. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan ini tetap
9aktual dan dapat dipergunakan dalam menyahuti kebutuhan dan rasa keadilan yang
diinginkan masyarakat.
Sejalan dengan kewajiban suami tersebut di atas, maka kewajiban isteri adalah
mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, hal tersebut merupakan hak seorang
suami. Dalam bagian terakhir tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-
undang Perkawinan ini adalah mengatur tentang kemungkinan suami isteri untuk
mengajukan masalahnya ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri
melalaikan kewajibannya. Hal itu mrupakan jaminan terhadap hak masing-masing
suami isteri apabila hak tersebut terabaikan.
Dalam bagian lain dari Undang-undang ini yaitu Bab VIII yang mengatur tentang
putusnya perkawinan serta akibatnya antara lain memuat tentang ketentuan
kewenangan pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, hal ini
tercantum dalam Pasal 41 huruf c. Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini
memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban pada
suami untuk memberikan kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian tanpa
merinci batasan kewajiban tersebut sampai kapan dan juga tidak memberikan batasan
maksimal dan minimal kewajiban tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UUP menetapkan hak dan
kewajiban suami isteri yang bersifat materil dan immateril. Kewajiban materil
mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga,
sedangkan hak yang bersifat immateril mencakup hak untuk diperlakukan secara
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seimbang dan baik. Semangat undang-undang ini juga mengisyaratkan bahwa
perolehan hak adalah setelah menunaikan kewajiban. Perpanjangan pembayaran
kewajiban dan penerimaan hak dapat dilakukan pengadilan bagi bekas suami atau
isteri setelah terjadi perceraian. Pemenuhan kewajiban di satu sisi dan penerimaan
hak di sisi lain bukan hanya sebagai kewajiban moral dalam sebuah perkawinan,
tetapi dapat di tuntut ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri merasa
dirugikan.
Beberapa hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan
kewajiban suami isteri yang telah diatur secara rinci, karena Kompilasi Hukum Islam
dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya (
yang dapat diterapkan ) sebagai hukum terapan yang diberlakukan ummat Islam.
Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan
kewajiban bersama antara suami isteri, hak suami, hak isteri, serta kedudukan
masing-masing suami isteri.
Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.
Adapun mengenai kewajiban bersama antara suami isteri diatur dalam bagian umum
yaitu pasal 77 dan pasal 78. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 77 sebagian
ditemukan pedomannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 77
ayat (1) pandangannya adalah pasal 30 Undang-undang Perkwainan dengan
tambahan”....rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;dan pasal 77 ayat (2)
padanannya adalah pasal 33 Undang-undang perkawinan, sedangkan pada ayat 3
belum diatur sebelumnya dalam Undang-undang perkawinan, yaitu: ”suami isteri
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memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan
agamnya”.
Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami isteri terhadap anak bukan
hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemaslahatan anak
sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya. Kemudian dalam pasal 77 ayat
(4) diatur pula bahwa ”suami isteri wajib memelihara kehormatannya”. Meskipun
dalam pasal 77 ayat  (2) telah diatur tentang kewajiban saling menghormati, maka
melalui pasal ini dipertegas bahwa salah satu perwujudan rasa saling menghormati
adalah adanya kemauan untuk memelihara kehormatan, yang bukan semata-mata
kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum, yang apabila diabaikan oleh masing-
masing isteri, maka salah satunya dapat menuntut ke Pengadilan. Hal ini seperti
diatur dalam pasal 77 ayat 5 dan padanannya dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang
Perkawinan.
Selanjutnya dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 diatur lagi tentang tempat kediaman
bersama dan kemudian penentuan tempat kediaman bersama didasarkan kepada
musyawarah. Ketentuan ini merupakan pengulangan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2,
sehingga uraiannya tidak akan dibahas lagi pada bagian ini.
Termasuk pula hal yang merupakan pengulangan dari ketentuan yang ada
sebelumnya adalah ketentuan pasal 79 tentang kedudukan suami isteri. Ketentuan
pasal ini yang terdiri dari tiga ayat pasal 79 ayat 1 padanannya adalah pasal 31 ayat 3,
pasal 79 ayat 2 padanannya adalah pasal 31 ayat 2. Pengulangan tersebut
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dimaksudkan untuk mempertegas dengan menjelaskan bahwa hal tersebut sangat
penting dalam hubungan rumah tangga.
Pada bagian ke tiga diatur,  kewajiban suami yaitu dalam pasal 80, yang terdiri
dari 7 ayat. Ayat –ayat yang merupakan pengulangan yaitu pasal 80 ayat (2) adalah
pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat 1, sedangkan ayat-ayat yang lain
merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Adapun hal yang diatur
dalam kedua ayat tersebut adalah:
”Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami isteri secara bersama”.
Meskipun ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing dalam menyelesaikan
urusan rumah tangga namun dalam hal tertentu tidak serta merta suami dapat
memutuskan segala hal tanpa musyawarah. Dalam pasal 80 ayat 3 dijelaskan pula :
”suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat
bagi agama, nusa dan bangsa”.
Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada isteri, suami juga berkewajiban
memberikan pendidikan agama kepada isteri. Kalau sampai kebetulan tidak punya
kemampuan memberikan pendidikan tersebut, suami memberi kesempatan kepada
isteri untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup
sebagai isteri dan anggota masyarakat.
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Berbeda dengan ketentuan yang ada sebelumnya (pasal 34 ayat 1, padanannya
pasal 80 ayat 2) yang hanya menjelaskan kepada suami berkewajiban memenuhi
keperlaun hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka dalam pasal 80
ayat 4 dijelaskan: ”sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan
anak .
Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga
yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal kediaman
bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya pengobatan. Ketentuan
pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan,
karena di samping nafkah masih ada biaya ruma tangga, dan hal ini juga tidak sejalan
dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia
yang berarti  pengeluaran.
Mengenai kewajiban suami terhadap isteri di atas, Kompilasi Hukum Islam
mengatur bahwa kewajiban nafkah dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya
tamkin sempurna. Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa secara yuridis formal suami
berkewajiban memenuhi (pasal 84 ayat 4 huruf a) dan apabila isteri itu telah terikat
dengan suatu perkawinan yang sah, dan isteri mempunyai kapasitas dan telah
memiliki peran sebagai ibu rumah tangga/isteri. Apabila ia tidak dapat berperan
sebagai seorang isteri, baik karena  ia kurang atau tidak memiliki kapasitas untuk itu,
atau dia mempunyai kapasitas yang dimaksud akan tetapi enggan berperan sebagai
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seorang isteri maka kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepadanya
menjadi gugur karena isteri dikategorikan nusyus. Ketentuan ini diatur dalam pasal
80 ayat (5) yaitu: ”Kewajiban suami sebgaaimana dimaksud pada ayat (5) gugur
apabila isteri nusyus. Kalau dalam pasal ini sikap isteri yang menyebabkan gugur hak
nafkah, maka dalam pasal 80 ayat 6 diatur bahwa isteri dapat membebaskan suami
dari kewajiban terhadap dirinya. Bagian keempat dari hak dan kewajiban suami isteri
mengatur tentang masalah tempat tinggal kediaman. Pada pasal 81 ayat 1 sebagai
penjabaran dari ketentuan pasal 80 ayat 4 dijelaskan: ”Suami wajib menyediakan
tempat tinggal kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau  bekas isteri yang masih
dalam masa iddah.” Ketentuan pasal ini menjelaskan batas akhir kewajiban suami
untuk menanggung tempat kediaman yaitu sampai masa iddah, baik iddah raj’i
maupun ba’in tidak dijelaskan oleh pasal ini, namun melalui pasal 149 yang mengatur
”akibat talak”, pada sub b pasal tersebut dijelaskan: ”Bila mana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada
bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in”.
Melalui penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban untuk memenuhi
maskan adalah hingga akhir iddah talak raj’i. Jadi tempat kediaman itu adalah tempat
tinggal yang layak selama dalam ikatan perkawinan, iddah talak atau iddah wafat.
Pasal 81 ayat 2 pasal ini menjelaskan pula bahwa selama masa iddah wafat, maak
seorang isteri berhak mwndapatkan maskan. Kemudian dalam pasal 81 ayat 3 diatur
fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi anak-anak, tempat menyimpan
harta kekayaan dan tempat mengatur dan menata alat rumah tangga.
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Kewajiban suami untuk menyediakan kediaman itu mencakup pula kewajiban
untuk melengkapi peralatan rumah tangga, maupun sarana penunjang lainnya (pasal
81 ayat 4). Meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi
isteri, namun secara khusus Kompilasi Hukum Islam mengatur pula kewajiban isteri
yaitu pada pasal 83. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban utama seorang isteri
adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum
Islam.
Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan: ”Isteri menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan ssebaik-baiknya. Hemat penulisan
rumusan pasal ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar Kompilasi Hukum Islam tetap
aktual dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sejalan dengan
perkembangan masyarakat yang ada, namun yang jelas penekanan pasal ini telah
mengacu terhadap kewajiban yang bersifat intern rumah tangga.
Sebagaimana telah diuraikan di atas di mana kewajiban suami akan gugur karena
isteri nusyuz, maka melalui pasal 84 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban suami dapat
berlaku kalau isteri tidak nusyuz. Sebagai pasal yang mengatur kewajiban isteri, maka
pasal ini seyogyanya ditempatkan sebagai pasal-pasal tentang kewajiban suami.
Karena nusyuz,akan menyebabkan hilangnya sebagian hak-hak isteri, maka
penetapan isteri nusyuz harus didasarkan kepada bukti yang sah. Berdasarkan uarian
di atas dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah
diatur secara rinci mencakup jenis kewajiban, kapan mulai berlaku, kemungkinan
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gugur hak, kemungkinan merelakan hak untuk isteri, dan batas akhir berlaku hak-hak





Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian (kualitatif)
atau penelitian yang berorientasi pada perpustakaan, hingga nantinya data yang
didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga
tujuan penelitian dapat dicapai.
2. Jenis Pendekatan
Ada dua jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini,
yaitu:
a. Pendekatan syar’i, penulisannya berpedoman pada dalil-dalil/nash al-Quran
dan hadis Nabi saw. yang terkait dengan judul skripsi.
b. Pendekatan yuridis, yaitu dalam pembahasan skripsi ini penulis berpedoman
pada PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok ( Class Action).
c. Pendekatan Historis : Pendekatan yang bersifat historikal digunakan penulis
untuk memberikan gambaran bahwa apa yang dikaji oleh penulis pernah
tercatat dalam sejarah yang dapat dimunculkan kembali oleh penulis untuk




1. Kutipan langsung, yaitu mengutip isi atau sumber data secara langsung
dari buku-buku rujukan, website dan sumber lainnya tanpa merubah
redaksi dari sumber aslinya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu isi atau sumber data dengan   mengadakan
perubahan atau hanya mengambil isi dari satu tulisan, diantaranya kutipan
tidak langsung adalah:
- Ikhtisar, yaitu catatan yang menurut data secara garis besar saja.
Tentang isi dan pokok-pokok karangan dengan tidak mengambil
maksud aslinya.
- Ulasan, yaitu suatu bentuk catatan yang berisi tentang tanggapan dan
ulasan terhadap suatu pendapat dari suatu karangan buku-buku atau
sumber lain.
b. Sumber data
Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus
dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data
dipilih adalah perpustakaan, dan mengutamakan perpektif emic, artinya
mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana penulis memandang
dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan
kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.
c. Teknik Pengumpulan data
Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel teknik
pengumpulan data yakni seperti berikut:
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1. Untuk mendapatkan data tentang hal-hal mengenai Gugatan Kelomok
(Class Actions) di Indonesia adalah dengan studi dokumentasi dan
membaca buku, artikel, website yang berkaitan dengan hal itu.
2. Untuk mendapatkan data tentang bagimana prosedur dan penerapan
Gugatan Kelompok (Class Actions) di Indonesia, penulis
membandingkan pendapat-pendapat  para pakar mengenai prosedur dan
penerapan Gugatan Kelompok (Class Actions) dengan mendeteksi secara
akurat melalui data pustaka.
d. Instrument penelitian
Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri
yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan seperti alat tulis-
menulis dan sebagainya. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas
mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang
diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang
lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan
observasi.
e. Pengolahan dan analisis data
1. Pengelohan data
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan cara
edit data, verifikasi data, identifikasi data.
2. Analisis data
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis
data kualitatif berupa analisis isi. Dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap
tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan menemukan data kualitatif,
seperti:
a. Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber
b. Mengadakn reduksi data dengan membuat abstrak
c. Menyusun dalam satuan-satuan
d. Membuat kategori
e. Mengadakan keabsahan data
f. Menafsirkan data dan mengolah hasil sementara menjadi teori
substantif.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan pada rumusan masalah.
a. Tujuan umum
Mengkaji class action di Indonesia, perspektif hukum Islam serta
mekanisme class action.
b. Tujuan khusus
1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sejrah class actions di
Indonesia.
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2. Untuk megetahui dan memahami bagaimana prosedur pengajuan class
actions di Indonesia.
3. Unruk mengetahui dan memahami apa-apa tujuan yang dilekatkan
pada class action.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis sajikan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai salah satu bentuk persyaratan dan upaya untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum  Islam (S.Hi) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar
b. Agar penulisan atau penyusunan ini dapat disajikan sebagai sumbangan dan





A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
D. Kajian Pustaka
E. Metode Penelitian
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG CLASS ACTION
A. Defenisi Class Action
B. Unsur-unsur dan Persyaratan Class Action
C. Jenis-jenis Class Actions
D. Keuntungan dan Kerugian Class Action
BAB III CLASS ACTION DI INDONESIA
A. Pengertian dan Tujuan Class Actions
B. Sejarah Class Actions
C. Syarat Formil Class Action
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BAB IV PROSEDUR CLASS ACTIONS
A. Permohonan Pengajuan Gugatan Secara Class Actions
B. Proses Sertifikasi atau Pemberian ijin dan Pemberitahuan
C. Pemeriksaaan dan Pembuktian dalam Class Action
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A. Latar Belakang Masalah
Semua keadaan manusia berjalan menurut ketentuan yang telah Allah swt
tetapkan kepada hamba-hamba-Nya dalam usaha mencari harta. Dan yang demikian
itu adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh hamba-Nya.
Menurut kehendak-Nya, Islam menganjurkan umat-umatnya untuk mencari rezeki
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memperolehnya, karena
meskipun Allah swt telah menjamin rezeki kepada umat semua manusia, tetapi
manusia tetap dituntut untuk memperolehnya dengan usaha sendiri-sendiri dan
bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Jika manusia
dalam memperoleh rezeki tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan,
maka ia diberi hukuman atau azab yang setimpal, bukan hanya ia saja manusia atau
keluarga yang memakan rezeki itu juga mendapatkan azab tersebut.
Sebuah keluarga yang berkewajiban dalam mencari rezeki adalah suami. Suami
adalah seorang kepala rumah tangga, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, maka
dari itu, dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab seorang suami
untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Tanggung jawab, hubungannya dengan hak
dan kewajiban. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya,
dan kewajiban untuk menafkahkan hartanya tersebut. Walaupun harta yang dimiliki
seorang istri itu melimpah, tapi tetap saja seorang suami berkewajiban mencari
nafkah. Akan tetapi, jika seorang suami sudah kerja bekerja keras, membanting
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keluarganya, maka insya allah dia terlepas dari dosa, karena Allah tidak akan
membebani hambanya di luar batas kemampuannya.
Di samping itu, di zaman sekarang ini, banyak sekali seorang wanita atau ibu
beremansipasi, bisa mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kehidupan keluarga.
Bahkan, dia menjadi tulang punggung untuk menanggung semua beban yang
seharusnya ditanggung oleh suaminya. Memang, seorang wanita diperbolehkan untuk
mencari harta, tapi tidak diperuntukan menafkahi suaminya. Harta yang diperolehnya
hanya untuk dirinya dan anaknya.
Kebanyakan di sekeliling kita, banyak sekali suami yang hanya menanggungkan
kehidupannya pada istri. Seorang istri bekerja banting tulang, tetapi suami enak-
enakan tidur dengan santainya. Bahkan ada juga sebuah keluarga yang berkebalikan,
dalam keluarga tersebut suami yang mengasuh anak-anak atau ayah rumah tangga
dan istri yang mencarikan nafkah. Seharusnya, seorang ayah sebagai kepala rumah
tangga mencari harta yang kemudian dia nafkahkan untuk kebutuhan keluarganya,
dan seorang istri memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai ibu rumah tangga.
Kalaupun istri ingin mencari harta dia harus memperoleh ijin dari suami. Ketentuan
kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan
dengan ketentuan harta bersama.
3B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan pokok masalah
Bagaimanakah kewajiban suami memberi nafkah terhadap keluarganya ditinjau dari
syariat islam dan perundang-undangan di Indonesia?
1. Bagaimanakah  pandangan perundang-undangan di Indonesia tentang kewajiban
suami memberi nafkah terhadap keluarganya.
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai
suami terhadap keluarganya ditinjau dari syariat Islam?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Memperhatikan latar belakang diatas, penulis ingin memberikan beberapa
pemahaman tentang judul karya tulis agar tidak terdapat kekeliruan dalam memahami
dan menafsirkan beberapa kata yang memilih kaitan erat dengan judul yang diatas.
Nafkah keluarga adalah sebuah pemberian dari sang suami kepada istri dan
anak-anaknya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan








1 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (cet.II; Jakarta: Prenada
Media Grup,2006). h. 214
4Terjemahnya:
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath-Thalaq (65):
7).2
Dari ayat diatas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima
jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (
income ), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.
Syariat islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. melalui
rasul-Nya untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum itu dasar iman, baik yang
berkaitan dengan aqidah amaliyah (ibadah dan muamalah) dan yang berkaitan dengan
akhlak selanjutnya dilihat dari segi hukum syariat merupakan norma hukum dasar
yang ditetapkan Allah SWT. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman
dan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan
benda dalam masyarakat.
D. Kajian pustaka
Berdarasarkan pokok permasalahan yang penulis paparkan, merupakan
sesuatu hal yang sangat penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan
pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini. Tantangan bagi penulis dalam
mengkaji permasalahan ini, sebab sepanjang pengetahuan penulis bahwa hal ini
adalah persoalan yang cukup kontroversial, Karena kekurang pahaman masyarakat
2 Q.S Ath-Thalaq (65): 7).
5dan penulis sendiri tentang kewajiban nafkah keluarga di tinjau dari syariat islam
dan Perundang-undangan di Indonesia.
Untuk lebih jelasnya saya dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi referensi
dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih berkualitasnya skripsi ini,
yaitu sebagai berikut :
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.,3 dalam buku
ini membahas bagaimana cara hidup dalam berumah tangga dalam islam, dan juga
tentang nafkah keluarga yang di peruntukkan kepada istri dan anak-anak bagi sang
suami, dan nafkah keluarga tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarga.
Syamsuddin Rajab, Syariat Islam Dalam Negara Hukum.4 di sini Syariat
Islam mengatakan Kewajiban suami dalam menafkahi istri bukanlah untuk
didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan,
akan tetapi syariat Islam menetapkan kewajiban suami menafkahi istrinya karena itu
merupakan suatu perintah illahi dan tentunya juga di barengi dengan beberapa
hukum-hukum Islam yang mengatur masalah nafkah keluarga, seperti Kompilas
Hukum Islam.
3 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (cet.II; Jakarta: Prenada
Media Grup, 2006)
4 Syamsuddin Rajab, Syariat Islam Dalam Negara Hukum, (cet.I; Makassar: Alauddin Pres,
2011)h. 14
6M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama5.
Dalam buku tersebut dijelaskan kewenangan seorang hakim dalam memutuskan atau
menentukan kadar naflah keluarga yang akan diterima istri dan juga anaknya dalam
proses perkara perceraian pada Pengadilan Agama, pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989
berbunyi : “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat,
pengadilan dapat :
a. Menentukan nafkah yang di tanggung suami
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami atau barang-barang yang menjadi
hak istri”.
Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata
di Lingkungan Peradilan Agama6. Buku yang berjudul Penerapan Hukum Acara
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menjelaskan bagaimana sikap perundang-
undangan dalam menyikapi nafkah keluarga. Seperti halnya dengan pasal 24 ayat (1)
menyebutkan “Suami wajib melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula
dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengatur secara materil apa yang dimaksud
5 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (cet.I; Jakarta:
Pustaka Kartini, 1990)
6 Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama, (cet.I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000)
7nafkah istri. Lain halnya dengan pasal 66 ayat (5) yang di mana mengatur tentang
permohonan nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak atau sesudah ikrar talak.
Drs. H. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, dalam buku ini terdapat penjelasan
mengenai nafkah keluarga, dimana telah dijelaskan kewajiban nafkah adalah
pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada
seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan
sebagainya. Adapun juga dijelaskan syarat-syarat isteri yang berhak menerima nafkah
dari suaminya7 :
a. Telah terjadi akad nikah yang sah
Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum
berhak menerima nafkah dari suaminya.
b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan
suaminya.
c. Istri terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
7 Dr s. H. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Cet.I; Semarang: CV. Toha Putra Semarang,
1993)
81. Untuk dapat mengetahui seberapa besar peran seorang suami dalam keluarga
dalam hal kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Syariat Islam dan perundang-
undangan di Indonesia  dalam menyikapi hal tentang kewajiban seorang
suami dalam memberi nafkah untuk keluargnya.
3. Untuk lebih mengetahui lagi arti seorang suami dalam posisinya sebagai
pemimpin dalam sebuah keluarga, baik iu tujuan, dan kewajibannya
memimpin dalam keluarga.
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Membuat kita/khususnya penulis skripsi ini sendiri lebh mengerti lagi apa-apa
saja kewajiban seorang suami itu dalam memimpin sebuah keluarga, dan juga
sanksi-sanksi apa saja bila melanggar sebuah kewajibannya untuk kelurganya.
2. Sebagai bahan referensi di bidang hukum acara pengadilan, guna untuk
pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
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BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA
A. Kedudukan Suami Dalam Memimpin keluarganya
Walaupun suami merupakan pemimpin dalam keluarga, kepemimpinan suami di
sini tidak sampai memutlakkan seorang istri tunduk sepenuhnya. Istri tetap
mempunyai hak untuk bermusyawarah dan melakukan tawar menawar keinginan
dengan suami berdasarkan argumen-argumen rasional-kondisional. Kepemimpinan
suami atas keluarganya tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam berbagai hal. Hal
ini selain selaras dengan realitas. Juga lebih sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.






“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”.1
Sebagaimana pria mempunyai hak untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya,
sang istripun mempunyai hak untuk diperlukan secara ma’ruf . yakni sesuai dengan
1 Departemen Agama R.I., loc. Cit
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tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang yang
berbudi.2
Mendahulukan penyebutan hak wanita atas kewajiban wanita dinilai sebagai
penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu
diperhatikan, apalagi, bila melirik kembali pada zaman jahiliyah dulu, wanita hampir
dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Adapun hak dan kewajiban istri
kepada suami adalah3 :
1. Hak istri
a. Mendapatkan mahar
Hak istri pertama kali yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah
diberi mahar dengan penuh kerelaan. Ketika istri menghendaki mahar
tertentu suami harus memenuhinya tanpa menguranginya sedikitpun.
Bahkan istri berhak menolak ketika suaminya ingin menyentuhnya apabila
mahar belum diberikan. Namun, jika ingin menjadi perempuan yang
shalehah, sebaiknya mempermudah lamaran dan tidak memberatkan
mahar.
b. Mendapatkan pergaulan dengan sebaik-baiknya.
Secara naluri perempuan memang memiliki perasaan halus, tetapi ia mudah
marah. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang
2 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah....,h. 199
3 Syaikh Hafiz Ali. Kado Pernikahan..., h. 117-137
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lembut dari suaminya saat menghadapinya. Itulah yang dilakukan oleh
rasulullah SAW. terhadap istrinya.
c. Mendapatkan nafkah
Istri sangat berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, meskipun
misalnya istri tersebut adalah orang yang kaya. Secara umum termasuk
nafkahnya ialah memberi makan dan pakaian.
d. Mendapatkan pendidikan
Pendidikan juga menjadi hak istri, apalagi seorang istri nantinya akan
menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dan apabila ibunya tidak berpendidikan,
bagaimana nanti nasib anak-anaknya.
2. Kewajiban istri
a. Seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan
kebutuhan hidup sehari-hari
Sudah menjadi rahasia umum bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur
urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari,
seperti mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk
anak dan suaminya, serta yang lainnya.
b. Berkewajiban menjaga kehormatan dan ridha suami
Suami merupakan surga dan sekaligus juga neraka bagi istri, untuk itulah
istri harus menjaga kehormatan dan ridha suami.
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c. Wajib taat, dan patuh kepada suami
Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala
yang diperintahkannya, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka kepada
Allah. Sebab memang tidak ada alasan sama sekali bagi makhluk untuk taat
kepada sesama makhluk dalam berbuat durhaka kepada Allah. Setiap istri
yang taat kepada suaminya yang mukmin, Maka ia akan masuk ke surga
tuhannya.
d. Setia dan ikhlas kepada suami
Setia adalah bukti dan cinta sejati. Seorang istri yang sholehah akan selalu
ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau
membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutannya. Ia rela menghadapi
kesulitan dengan sabar dan ridha.
e. Tidak menyakiti suami
seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya, misalnya dengan cara
membangga-banggakan kecantikannya, atau membangga-banggakan harta
kekayaannya di hadapannya sampai menyinggung perasaannya.
Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita pada suatu tingkatan yang
belum pernah dilakukan oleh agama lain dan syariat-syariat lain sebelumnya. Bahkan
belum pernah dicapai oleh satu umat pun yang menganggap diri mereka telah
mencapai puncak peradaban dan kebudayaan. Meskipun mereka telah menghormati
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dan memuliakan kedudukan wanita serta memberikan pendidikan kepada mereka
dalam bidang sains dan ilmu kemasyarakatan.
Para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para istri. Derajat
yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang
berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri,
karena itu Ath-Tabari menulis, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi
maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan sikap
terpuji agar dapat memperoleh derajat itu.
Jadi ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa suami itulah yang memimpin
istri, bukan istri yang memimpin suami. Dan juga bahwa dibebankannya
kepemimpinan kepada suami, bukan diberikan kepada wanita. Sifatnya ”fitrah”.
Dengan dibebankannya kepemimpinan kepada suami itulah, maka Kasmuri
Kasim dalam bukunya Suami Idaman Istri Imipian mengemukakan empat sifat yang
harus dimiliki oleh seorang laki-laki yang membuatnya layak pemimpin dalam rumah
tangga :
a. Berpengalaman agama dan mengamalkannya secara sempurna
Yang akan dipercayai sebagai kepala rumah tangga ialah suami, oleh
karena itu ia harus mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak
pengetahuan agama. Di samping mengerjakan perintah agama yang mendasar
seperti, shalat, puasa, zakat, dan lain-lain, kemudian harus memahami pula
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bidang yang lain, karena Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek
kehidupan dan sesuai untuk seluruh zaman.
b. Sempurna akal dan pemikiran
Jika seorang itu ingin menjadi suami maka hendaklah ia berfikiran positif.
Karena apabila telah berumah tangga, seorang suami harus memikirkan cara
yang terbaik dalam memenuhi segala keperluan rumah tangganya, baik
secara lahiriah maupun batiniah.
c. Sehat lahir dan batin
Bagi seorang laki-laki yang ingin berumah tangga, haruslah terlebih
dahulu memperhatikan kemampuan fisiknya, karena lemahnya kemampuan
tenaga batin akan membawa rumah tangga menjadi tidak bahagia. Begitu
juga jika sekiranya tidak mampu untuk bekerja karena penyakit dan
sebagainya akan menjadikan laki-laki tersebut tidak dapat memberi nafkah
dan tanggung jawab lainnya kepada keluarganya.
d. Memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan
Dalam kehidupan berumah tangga, Islam tidak membebankan kaum
wanita supaya mencari nafkah, akan tetapi kewajiban ini harus dilaksanakan
oleh kaum laki-laki untuk menyediakan sesuai kesanggupannya.
Pada hakikatnya, kehidupan berumah tangga adalah sebuah kerajaan iman.
Dalam artian, suami adalah rajanya, istri adalah ratunya, dan anak-anak adalah
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rakyatnya. Suami adalah raja yang memimpin kerajaan dan mengendalikan semua
urusannya, karena dialah yang menerima beban tanggung jawab serta amanat.4
B. Tanggung  jawab suami kepada keluarga
Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitupula dalam masalah
tanggung jawab yang harus diemban. Laki-laki adalah pemimpin, yang tentu akan
bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.
Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi
tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dan dirinya secara seimbang, tanggung jawab ini
bertambah, setelah ia menyelesaikan masa lajangnya. Di samping itu harus
bertanggung jawab atas istrinya, juga bertanggung jawab atas anak-anaknya. Pada
saat itu, tuntutan yang menjadi beban bagi seorang laki-laki semakin menumpuk.
Oleh karena itu ruang lingkup pertanggung jawabannya semakin luas, ia harus
mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan kepada dirinya sendiri,
keluarga, masyarakat dan juga tentunya kepada Allah SWT. oleh sebab itu, seorang
laki-laki harus mengetahui dengan baik karakter dan macam-macam tanggung jawab
yang harus diembannya, sehingga tidak terjadi tindakan ekstrim dalam
pengimplementasiannya, baik dengan berlebih-lebihan maupun sebaliknya. Dalam
hal ini para ahli fiqih dan ulama telah membahas banyak masalah tanggung jawab
4 Majid Sulaiman, Hanya Untuk Suami...., h. 9.
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suami dalam Islam. Mereka menyimpulkan bahwa macam-macam tanggung jawab
sebagai berikut5:
1. Bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai
pemimpin dalam rumah tangga
Tanggung jawab ini terbagi menjadi beberapa bagian6:
a. Tanggung jawab terhadap istri dengan memberikannya nafkah,
menggaulinya dengan baik, dan membimbingnya dengan penuh
kecintaan.
b. Tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan memberi mereka nafkah,
memperhatikan pendidikan mereka, mempersiapkan kemampuan
mereka dan mengemban tanggung jawab mereka di masa mendatang
c. Tanggung jawab terhadap kedua orang tua dengan berbakti, menjaga
dan memberikannya nafkah kepada keduanya.
d. Tanggung jawab terhadap sanak kerabatnya dengan menjalin
silaturrahmi, menebarkan rasa kasih sayang, dan berbuat baik kepada
mereka.
2. Tanggung jawab terhadap Allah SWT dan agamanya
Salah satu tanggung jawab seorang laki-laki adalah menjaga agamanya,
karena Agama merupakan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim7.
5 Husain syahatah. Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan
Realitas. (cet.I;Jakarta:AMZAH,2005). h. 4
6 Husain Syahatah. Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses,..., h. 10.
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Syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan menjadikannya
sebagai salah satu tujuan mulia. Yang bisa menjadi indikasi terpenuhinya tanggung
jawab, kategori ini adalah menjalankan ibadah. Melakukan amal sholeh, dan
berdakwah dengan bijaksana (bil hikmah) dan tutur kata yang ramah (mau’izah
hasanah).
3. Tanggung jawab terhadap profesi yang digelutinya dalam mencari rezeki
yang baik dan halal. Yang termasuk dalam kategori ini adalah:
a. Mencari pekerjaan halal yang akan menjadi sumber pendapatan finansial
yang baik.
b. Menjaga keikhlasan dalam bekerja dengan berniat untuk ibadah.
c. Bekerja dengan optimal dan sempurna, dengan disertai niat beribadah.
d. Menularkan keahlian yang dimiliki kepada orang lain (berbagi keahlian
atau ilmu).
Seiring dengan pendapat di atas, dalam Islam terdapat hukum-hukum tentang
tanggung jawab suami terhadap rumah tangganya. Hukum itu meliputi poin-poin
sebagai berikut:
7 Husain Syahatah. Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses, Terj. Arif Chasanul Muna,
(cet.I;Jakarta: Gema Instan, 2000). H. 10
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1. Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Dan ia akan dimintai
pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu di hadapan Allah SWT.




“Mereka aka ditanya tentang apa yang kalian pernah lakukan”8
2. Tanggung jawab suami dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas.
Meliputi tanggung jawab agamanya, dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya,
hartanya, ilmunya dan pekerjaannya9
3. Suami hendaknya berusaha mewujudkan keseimbangan antara tugas dan
tanggung jawab. Jangan sampai tanggung jawab itu membuat pekerjaan lain
terbengkalai.
4. Seorang suami memiliki tanggung kewajiban dan tanggung jawab kepada
istrinya. Seperti membantunya melaksanakan ajaran agama, menggaulinya
dengan baik, menafkahi, menjaga kehormatan dan menghiburnya.
Membantunya dalam urusan rumah tangga jika diperlukan, menyambungkan
hubungan silaturrahim. Semua itu merupakan dasar dalam mewujudkan
keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalil tentang hal ini terdapat











“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanNya bagi     kalian
pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu dapat bersenang-senang
dengannya, lalu menjajikan kalian karenanya berkasih sayang. Sesungguhnya
hal itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.10
5. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya menurut Syariat Islam adalah
taat kepadanya selama bukan maksiat, menjaga kehormatan, melahirkan anak,
menjaga harta, berdandan untuk suami, mengurus rumah, ikut berpartisipasi
dalam acara-acara kekeluargaan dan masyarakat, tidak keluar rumah tanpa
izin suaminya, membantu suami mengeluarkan nafkah, seperti zakat atau
sedekah. Sebagai hasilnya nanti, akan tercipta kedamaian, ketentraman ,
keharmonisan dan rasa cinta.
6. Kewajiban dan tangung jawab sebagai orang tua kepada anak, seperti
memberikan pendidikan yang Islami, menjaga amalan ibadah, memberikan
pendidikan moral, menafkahi dan menyekolahkan, memberikan latihan
tentang urusan rumah tangga dan kehidupan, menurunkan bakat, dan
mengajar berdakwah di jalan Allah SWT. sebagai hasil dari tanggung jawab
ini maka akan terlahir anak-anak yang shaleh.
7. Kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam adalah berbuat baik,
berperilaku baik, taat selama tidak dalam kemaksiatan, menafkahi keduanya
saat keduanya membutuhkan, menggantikannya dalam urusan agama,
10 Departemen Agama R.I., loc. cit
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melakukan haji dan umrah untuk keduanya, memuliakan dan menghormati
keduanya.11










Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra’: 24).12
8. Menyia-nyiakan, mengurangi, dan melampaui batas dalam menjalankan
kewajiban dan tanggung jawab, merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan syariat. Sebagai contoh bentuk kemaksiatan, dosa dan kejahatan-
kejahatan dalam rumah, serta beberapa kesalahan lain, adalah seperti berikut
ini:
a. Pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki perangai jahat yang
bertentangan dengan syariat Allah SWT.
11 Husain Syahatah. Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses...., h. 136
12 Ibid., h. 56
17
b. Hilangnya tanggung jawab kepemimpinan suami terhadap keluarga dan
anaknya.
c. Adanya tekanan jiwa dan rusaknya urusan rumah tangga.
d. Lemahnya keharmonisan, kasih sayang, kelembutan, dan sikap saling
hormat dalam rumah tangga.
e. Membuka rahasia rumah tangga.
f. Menyebarluaskan kehormatan rumah tangga di antara keluarga-keluarga
dekat, tetangga, dan teman-teman.
g. Membiarkan keluarga saat keluarga tertimpa bencana yang pelik, sakit,
dan ditimpa masalah. Ia membiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian.
h. Anak-anak dari rumah dan melenceng dari jalan yang lurus.
i. Tersebarnya kejahatan sosial.
j. Rusaknya nama baik Islam dan kaum muslimin.
Perangai-perangai di atas bertentangan denga syariat Allah SWT.
akibatnya kehidupan menjadi sempit. Seperti dalam firmanNya dalam




“Dan barang siapa yang menentang peringatanku, maka ia akan mendapatkan
kehidupan yang sempit”.13
13 Departemen Agama R.I., op. cit., h. 46
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9. Perangai-perangai yang tidak sesuai dengan syariat dan kelalaian tanggung
jawab suami dalam rumah tangganya. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan
melakukan langkah-langkah penyelesaian secara Islami seperti berikut ini :
a. Memberikan pendidikan yang Islami untuk seluruh anggota keluarga,
sesuai dengan ajaran dan cara-cara yang baik
b. Menerapkan prinsip musyawarah dalam urusan rumah tangga.
c. Adanya aturan sebagai pengontrol dan pengawas untuk rumah tangga,
setahap demi setahap.
d. Adanya program untuk menenangkan jiwa, sesuai dengan aturan syariat.
e. Adanya sanksi yang Islami dalam menindak lanjuti sikap yang terlarang
menurut syariat.
f. Adanya sistem pahala dan sanksi, berlandaskan kepada asas pendidikan
yang formal.
g. Kebersamaan dan mengemban tanggung jawab masyarakat terhadap
kelurga, teman-teman dan tetangga.
h. Mengadakan silaturrahmi dan menunaikan hak-hak mereka.
Saran-saran ini dapat mewujudkan rumah tangga muslim yang harmonis dan
penuh kasih sayang. Selain itu, dengan saran ini juga akan dapat
menghindarkan perasaan takut dan akan memperoleh keberkahan hidup.










“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanNya bagi kalian
pasangan-pasangan dari jenismu sendiri suapaya kamu dapat bersenang-
senang dengannya, lalu menjadikan kalian karenanya berkasih sayang.
Sesungguhnya hal itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.14
10. Langkah-langkah penyelesaian secara Islami yang dapat ditempuh untuk
menanggulangi pengaruh kurangnya tanggung jawab suami terhadap rumah
tangganya, adalah meningkatkan pendidikan rohani, pendidikan akhlak,
konsistensi terhadap perangai-perangai yang baik, mendalami ajaran Agama,
menciptakan kelompok yang mengajak kepada yang baik dan mencegah yang
mungkar yang dapat diterima oleh orang banyak dengan baik, dan terciptanya
kepemimpinan yang senantiasa mengajak masyarakat kepada dakwah di jalan
Allah SWT.





KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA MENURUT SYARIAT ISLAM
A. Kewajiban Suami terhadap istri dan anak
Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak responsibilitas yang
besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan
agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehinggga satu kewajiban tidak
mengurangi kewajiban yang lain.
Sesungguhnya Allah SWT. telah berkehendak memberikan amanah kepada
perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui tugas yang amat besar. Karenanya
sangat adil, jika kemudian Allah membebankan tugas kepada laki-laki untuk mencari
nafkah, untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan
perlindungan kepada perempuan sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas
mulianya.
Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat
istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi
nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahi. Yaitu perintah yang dikeluarkan
sendiri oelh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak
menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri
dan berosa kepada Allah.1
1 Ibid, h. 22-23
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Kewajiban membelanjai istrinya dimulai sejak adanya ikatan perkawinan yang
sah. seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai
miliknya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri
tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.
Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan durhaka (nusyuz)
antara lain istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau
perintahnya, keluar rumah tanpa izin suami.2
1. Memberi nafkah lahir dan batin/pergaulan suami istri
Ajaran Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi
istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
a. Nafkah lahir










“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya...”. 3
2 Ahmad Rofiq, op.cit, h. 191
3 Departemen Agama R.I., loc. cit
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Seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui juga
demi sang suami. Oleh karena itu wajib bagi suami memberi nafkah
secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat
melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara bayinya.
Walaupun memberi nafkah itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga, tetapi sesuai
dengan dalil yang di atas, memberi nafkah itu tidak boleh berlebih-
lebihan, dalam artian melewati batas kemampuan suami itu, yang
nantinya akan membuat suami itu sengsara. Dan tidak boleh juga kurang,
yang nantinya akan berakibat memberatkan sang istri.
Sesungguhnya Islam melarang seorang suami “menikmati” hasil usaha
istrinya. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang
istri bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan
oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
Dan pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri itu terwujud
karena dua hal4: Pertama, ia wajib mencari nafkah bersama-sama
suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka.
Jadi, prinsip yang harus dipegang disini adalah bahwa walaupun nafkah
itu diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai hak bagi
istrinya, tetapi kegunaan nafkah itu tidak semata-mata untuk kebutuhan
4 Muhammad Muhyidin, Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri &
Mengajar Suami, (cet: I; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003). h. 260-261
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istrinya saja (misal, untuk membeli perhiasan atau pakaian), melainkan
juga untuk kegunaan suaminya (misal makan dan minum). Dengan
demikian, harta yang diberikan oleh seorang suami pada intinya
merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh
karena itu, pemenuhan akan kebutuhan bersama ini tidak mencukupi,
maka seorang istri tidak boleh harus memaksakan diri untuk tidak mau
tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan
pemberian nafkah suaminya saja. Dan sang suami pun harus berusaha
untuk memenuhi kebutuhan istri agar dalam memenuhi kebutuhan itu
cukup untuk istri, karena kalau tidak itu akan memberatkan istri.
Kedua, pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang isri hanya bersifat
“membantu” suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Bantuan dalam
pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri kepad suaminya di
sini “tidak penting” untuk dilakukan (yakni tidak sebagaimana dalam
kasus yang pertama), karena nafkah yang diberikan oleh suaminya telah
mencukupi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga mereka.
b. Nafkah batin / Pergaulan Suami Istri
Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama
memiliki nafsu syahwat, dengan adanya nafsu syahwat itu maka setiap
orang ingin memiliki keturunan, yang akhirnya disyariatkanlah
perkawinan.
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Ada ulama berpendapat bahwa hukum memberikan nafkah batin
(hubungan suami istri) bagi seorang suami apabila tidak ada halangan
adalah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa melakukan hubungan
suami istri itu wajib dilakukan setiap empat hari sekali, tetapi juga ada
berpendapat enam hari sekali.5
Sebenarnya berbagai macam pendapat ulama di atas itu sejalan dengan
anjuran Rasulullah SAW. yang melarang setiap suami meninggalkan
istrinya dalam waktu yang terlalu lama, walaupun untuk tujuan berzikir,
beribadah dan jihad. Karena perbuatan yang demikian itu pada hakikatnya
akan menyiksa perasaan istri.6
Selain hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat, memiliki
keturunan merupakan salah satu tujuan dari ikatan perkawinan. Oleh
karena itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang
lainnya untuk memenuhi hak berhubungan suami istri. Hak berhubungan
suami istri ini ditetapkan oleh syara’. Allah SWT. Berfirman dalam Q. S.







5 Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian...., h. 79
6 Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian...., h. 80
36
Terjemahannya:
“Isteri-isteri adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu bagaimana saja kamu
kehendaki. Dan kerjakanlah  (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah
kepada Allah dan ketauhilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” 7
tidak ada dosa bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian dengan
cara apapun yang kalian sukai.  Jika hal ini kalian lakukan untuk
mendapatkan keturunan dan kalian melakukannya pada tempat yang
sebenarnya. Sebab, syariat Agama tidak bermaksud memberati dan
melarang kalian untuk menikmati kelezatan ini. sebaliknya syariat justru
ingin mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kalian8.
Ayat di atas, yang menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok
tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah
dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang
menerima benih.
Karena  istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datanglah,
garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu. Datangi ia kapan dan dari
mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan arah yang lain. Arah
yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk
menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan
menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukanlah ia dengan
7 Departemen Agama R.I ., loc. cit
8 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi..., Jil. 2, h. 274.
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tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika
melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang
diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh
nilai-nilai suci.9
Ayat ini menjelaskan bahwa hikmah menggauli wanita ialah untuk
menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, bukan sekedar
untuk memperoleh kelezatan semata-mata. Karena itulah dilarang untuk
menggauli wanita yang sedang haid dan pada tempat yang lain, sebab
keadaan keduanya itu tidak akan pernah menghasilkan keturunan .10
Penyebutan istri sebagai ”ladang”secara tidak langsung juga
mengatakan bahwa suami itu adalah “petani”untuk itulah juga
mengatakan ladangnya kapan pun dan darimana pun, yang penting
tujuan dari petani tercapai. Dan petani harus bisa menggarap ladangnya
dan menjaganya dari segala hama, serta ciptakanlah suasana kerohanian
yang agar lebih yang diharapkan berbuah itu lahir, tumbuh dan
berkembang, disertai dengan nilai-nilai suci11.
Untuk menciptakan itu, maka kedepankanlah hubungan seks dengan
tujuan kemaslahatan untuk dunia dan akhirat, bukan hanya untuk
memuaskan nafsu yang tidak pernah kenyang. Serta bertakwalah kepada
Allah dalam hubungan suami-istri, bahkan dalam segala hal.
9 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah..., Vol 1, h. 480
10 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi..., Jil. 2, h. 274
11 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah..., Vol 1, h. 481
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Dengan melihat kedua ayat di atas, maka seks merupakan kebutuhan
laki-laki dan perempuan. Karena itu suami dan istri saling
membutuhkan, dna memberikan yang terbaik, sebagaimana petani
membutuhkan, dan memberikan yang terbaik, sebagaimana petani
membutuhkan ladang dan ladang membutuhkan petani.
Ketika nafkah bathin ini tidak dilaksanakan oleh seorang suami dan jiwa
terlalu lama menantikan belaian cinta dari suami, air mata bisa mengalir
karena tidak kuat menahan rasa sepi yang mencekam. Sementara tidak
ada kekasih yang menguak hasratnya. Bahkan pada tingkat tertentu bisa
menyebabkan munculnya ketegangan rumah tangga. Oleh karena itu,
nafkah bathin harus diberikan oleh suami dengan baik12.
Adapun tentang berapa lama boleh suami meninggalkan istri, Saib bin
Jubair berkata13:
“pada suatu malam, khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan keliling
kota Madinah dan hal yang demikian itu sering ia lakukan. Secara
kebetulan di dekat rumah salah seorang wanita yang pintunya terkunci,
dari luar ia mendengar wanita tersebut mendendangkan syairnya, yang
isinya tentang keluhan kesedihan karena sudah terlalu lama ditinggalkan
oelh suaminya. Kemudian Umar pun bertanya tentang kemana
suaminya. Perempaun itu menjawab bahwa suaminya sedang berjihad fi
sabilillah. Besoknya Umar mengirim surat kepada suaminya dan
menyuruhnya pulang. Kemudian kepada anaknya Hafsah, Umar bin
Khattab bertanya: Wahai anakku, berapa lamakah kaum wanita boleh
bersabar apabila ditinggal oleh suaminya? Hafsah Menjawab:
Subhanallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang perkara ini?
Umar menjawab: Kalau bukan karena saya ingin memperhatikan
12 Mohammad Fauzi Adhim, Mencapai Pernikahan Yang barakah, (cet.: XXI; Yogyakarta:
Mitra Pustaka), h. 193
13 Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian..., h. 81-82
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permasalahan kaum muslimin , tentu saya tidak akan bertanya tentang
masalah ini kepadamu. Hafsah menjawab: Lima bulan atau enam bulan.
Mendengar jawaban dari anaknya itu, maka mulai saat itu khalifah
Umar bin Khattab menetapkan untuk mujahidin berperang waktunya
paling lama enam bulan, waktu berangkat sebulan, tinggal di medan
perang selama empat bulan dan kembali pulang selama sebulan.”
2. Mempergauli istri dengan baik
Islam memandang rumah tangga dengan mengindentifikasinya sebagai
tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan. Islam juga memandang
hubungan dan jalinan suami-istri dengan menyifatinya sebagai hubungan
cinta, kasih dan sayang, dan menegakkan unsur ini di atas pilihan dan
kemauan mutlak agar semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut,
sayang menyayangi dan cinta mencintai.
Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh suami kepala rumah tangga
adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan
kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai
manusia. Sang suami harus menjauhi hal-hal yang bisa melukai perasaannya
dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat
bersama14.









“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bial kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”15
Asy-Sya’rawi merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya
mawaddah atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-
Nya sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun
orang-orang itu bapak, anak atau saudara-saudara. Padahal katanya: dalam
ayat yang lain. Dia memerintahkan anak untuk bergaul dengan makruf kepada
ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya keesaan Allah. Ini berarti
berbeda antara makruf dengan cinta16.
Apa yang dikemukakan Asy-Sya’rawi di atas, sungguh tepat. Bahkan
mawaddah yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti
cinta, tetapi ia adalah cinta plus17.
Penggalan ayat di atas melarang menyusahkan atau menyakiti istri oleh sebab
apapun, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan yang keji yang nyata,
seperti berzina atau nusyuz.
Asy-Sya’rawi mengatakan, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan
hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta pupus, tetapi berbuat
baik masih terus diperintahkan. Sebagaimana ketika  seseorang yang ingin
15 Ibid., h. 67
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menceraikan istrinya karena tidak mencintainya lagi, ‘Umar bin Khattab
mengecamnya sambil berkata: “apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar
cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana
amanah yang engkau terima?”
Suami harus memperbaiki pergaulannya dengan istri, untuk itu harus
menggauli mereka dengan cara yang mereka senangi. Jangan memperketat
nafkah mereka, jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun
menyambut mereka dengan mengerutkan dahi18.
Dan apabila suami tidak menyenangi istrinya karena keaiban akhlak atau fisik
mereka yang tidak menyenangkan, bersabarlah. Karena Allah menjadikan
kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pada mereka
yang tidak disukai itu19.
Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab, yakni: 1). Zaujiyyah,
yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Peranakan dari sebab ini adalah nafkah bagi
isteri dalam talak raj’i dan talak bain hamil. Namun dalam talak bain hamil, kalangan
Malikiyah dan syafi’iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja20.
2). Qarabah, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini fuqaha berbeda
pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya pada
hubungan orangtua dan anak (walid wal walad ). Kalangan Syafi’iyah, menilai
qarabah dalam hubungan orangtua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (ushul
18 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi...., Jil 4, h. 384
19 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi...., Jil 4, h. 384
20 Lihat Wahbah A-Zuhailiy, Al fiqh al Islamy wa Adillatuhu, Jilid X. Hal. 105
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dan furu’). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas
ushul dan furu’, sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzawil arham.
Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fard dan ‘ashabah,
meliputi ushul dan furu’, hawasyiy, dan dzawil arham yang berada pada jalur
nasab,21. 3). Milk , yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak.
Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas,
yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang
terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan
dll.
Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam
konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (isaar) pihak yang
berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak sanggupan syarat itu akan menyebabkan tidak
adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak
mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi
hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks
zaujiyyah yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat
isaar tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua
sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu
posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggungjawab kewajiban nafkah.
Kesimpulan hukum ulama’ dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana
disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan
21 Ibid.
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kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai
anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-
anaknya.22 Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kaitan kewajiban
nafkah, dapat sebagai suami dan ayah. Selanjutnya ulama’ juga merinci hubungan
hukum nafkah antara cucu dan kakek. Namun dalam hal ini kewajiban tersebut
bersifat relatif pula, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan ayahnya, sementara
kakeknya masih hidup dan dalam kondisi yang sanggup untuk menafkahi cucunya,
maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut.23
Keterangan di atas semakin menandaskan bahwa nafkah sesungguhnya
menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan tidak dibebankan kepada kaum
perempuan. Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah
yang menempatkan sebagai objek (muqtadha al ‘aqd_tuntutan yang terdapat dalam
akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang perempuan tertanggung
(ihtibas) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting
tentang kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk
memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh. Secara
eksplisit, kemutlakan kewajiban nafkah dibebankan kepada laki-laki (kaum suami)
dipahami dari petunjuk dalam surah an-Nisaa ayat 34, yang mengonfirmasikan
22 Fiqh Al-Sunnah. Jilid 2, hal. 169-170
23 Al-Qurthubiy, Ibid
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keistimewaan laki-laki dibanding perempuan disebabkan salah satunya faktor
nafkah.24
B. Kemampuan suami dalam mencari nafkah untuk keluarganya
Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk
orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis,
nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh,
perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan
bahwa selain yang telah disebutkan, biaya pengobatan termasuk dalam ruang lingkup
nafkah.25
Kewajiban memenuhi nafkah keluarga dibebankan pada suami. Demikianlah
antara lain diisyaratkan dalam QS. An-Nisa/ 4: 34, QS. Al-Baqarah/2: 233, dan at-
Thalaq/65:6-7). Bahkan hal tersebut diletakkan sebagai konsideran mandat
kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
penggunaan kata kerja lampau (pas tense) pada QS. An-Nisa/ 4: 34, ‘anfaqu’ (telah
menafkahkan) menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah
menjadi suatu kelaziman bagi lelaki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai
masyarakat sejak dahulu hingga kini.26 Kelihatannya di dalam penafsiran di atas,
Quraish Shihab tidak menyatakan dengan tegas bahwa pemenuhan nafkah merupakan
kewajiban suami.
24 Ismail Haqqy, Tafsir Ruh al Bayan, Juz II hal. 160.
25 Husain Muhammad, op.cit h. 110.
26 Quraish Shihab, Al-Misbah op.cit., h. 407
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Para fuqaha menegaskan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan
kewajiban suami. Kajian yang dilakukan oleh Husain Muhammad terhadap
pandangan mereka sampai pada kesimpulan bahwa kewajiban tersebut merupakan
konpensasi dari kewajiban isteri memberikan pelayanan seksual. Hak isteri untuk
mendapatkan nafkah dari suaminya merupakan nilai tukar dari hak suami untuk
menikmati tubuh istrinya (an-nafaqah fi muqabalat al-istimta). Konsekwensinya
adalah, lanjut husain, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual,
posisi suami sangat kuat dan dominan, sementara untuk hal yang berkaitan dengan
nafkah isteri yang mempunyai kekuasaan yang dominan.27 Huzaimah T. Yanggo
menarik garis bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah, sementara isteri
bertugas untuk mengaturnya. Lebih lanjut, sebagai penata ekonomi keluarga istri
harus mempunyai kecakapan, keterampilan, kreatifitas, agar penerimaan dan
penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Di
samping itu isteri harus bersyukur dan bersikap qana’ah atas apa yang diberikan oleh
suaminya.28
Secara selintas, ketentuan yang kompensasional ini terlihat adil. Terlihat ada
saling ketergantungan yang berimbang antara mereka dimana isteri menjadi sangat
tergantung secara ekonomis kepada suami, sementara suami sangat tergantung secara
seksual kepada isterinya. Ini juga mengisyaratkan bahwa ketika suami tidak mampu
memenuhi kewajibannya memberi nafkah ia rela kehilangan akses seksual, dan
27 Husain Muhammad, op.cit., h. 132-134
28 Huzaimah T. Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Jakarta: al-Mawardi  Prima), 2001,
h. 59
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sebaliknya ketika perempuan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk
memberikan pelayanan seks ia harus rela kehilangan hak atas nafkah. Sementara
dalam pandangan Huzaimah T. Yanggo terlihat ada pembagian tugas yang seimbang
antara suami dan istri.
Penerapan ketentuan fiqhiyyah yang hitam-putih seperti ini secara ketat,
senantiasa mengalami kendala dalam kehidupan sosial. Selain karena keluarga
mempunyai problematika yang beragam, kepribadian setiap individu juga berbeda
satu sama lain. Sebagai contoh, realitas yang hidup di dalam masyarakat,
ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri
ikut serta melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan tersebut juga
dilengkapi dengan ketentuan bahwa dalam kondisi darurat perempuan boleh
membantu suami untuk mencari nafkah. Masalahnya kemudian, ketika itu terjadi
jarang suami yang dapat menerima kenyataan untuk kehilangan akses seksualnya. Hal
ini sangat memungkinkan terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga di mana istri
menjadi korbannya. Beban perempuan tentu semakin bertambah ketika ia harus
melaksanakan seonggok pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sebagaimana yang akan
kita jelaskan kemudian. Untuk itu, Husain Muhammad menawarkan solusi yang ia
sebut dengan pendekatan non hukum, dimana tugas-tugas suami isteri selalu didekati
melalui pandangan moralistik dan akhlaq al-karimah, yang dalam al-Qur’an
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diistilahkan dengan al-mu’asyarah bi al-ma’ruf. Sebuah pendekatan yang senantiasa
mengutamakan sikap demokratis, manusiawi, demi kemaslahatan bersama.29
Tawaran ini bukan sebuah gugatan terhadap ketentuan syari’at mengenai
kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isterinya. Tawaran ini selayaknya dimaknai
sebagai usaha mempertahankan fleksibilitas ajaran islam sebagaimana adanya. Harus
disadari bahwa selain menetapkan kewajiban itu pada suami (QS. Al-Baqarah/2:
233), al-Qur’an juga dengan bijaksana memberikan isyarat bahwa tidak semua suami
mampu memenuhinya. Karenanya di ayat yang lain al-Qur’an menetapkan
kemampuan suami sebagai batasan nafkah yang harus diberikan (QS. Al-Baqarah/2:
233), dan pada sisi lain tidak meletakkan keharusan istri tinggal di rumah atau
larangan untuk ikut serta mencari nafkah. Ini semua meninggalkan ruang bagi setiap
keluarga untuk menciptakan format pembagian tugas yang sesuai dengan kondisinya
masing-masing dengan menggunakan pendekatan di atas (mu’asyarah bi  al-ma’uf).
Keraguan menerima tawaran ini masih akan tetap ada selama perempuan masih
dianggap atau menganggap dirinya sebagai makhluk domestik. Untuk itu sebagai
tambahan, penjelasan mengenai ayat yang selama ini menjadi dasar pemahaman






29 Nasaruddin Umar, Kepemimpinan perempuan dalam Islam, dalam Jurnal  Politik; Akses







”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”30
Para mufassir memberikan tafsiran beragam terhadap ayat ini. Namun, dari
pengamatan penulis penafsiran yang diberikan oleh Said Hawa lebih ramah terhadap
perempuan dibandingkan dengan yang lain. Menurutnya, ayat ini tidak berarti
perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus
bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Ada hal-hal  khusus
yang menyebabkan perempuan harus keluar rumah. Perempuan membutuhkan
pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya.      Perempuan juga
adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal berpisah dengannya dan demi
untuk berbakti keduanya mereka harus meningalkan rumah. Perempuan adalah
hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdi kepada-Nya kadang-kadang menuntut
mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurutnya, ayat ini tidak
menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun
boleh saja keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu.31
30 Departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), h.
51
31 Sa’id Hawa,, al-Asas fi at-Tafsir: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami,
(cet: 8; Qairo: Dar as-Salam, 1999). h. 4437; Ibnu Katsir Tafsir Ibnu Katsir, op.cit., Jilid III, h. 95
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Ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada isteri Nabi, mempunyai cukup
alasan. Melihat redaksinya, huruf nun pada kata waqarna merupakan kata ganti orang
ketiga jamak (plural) yang kembali pada kata azwajika (isteri-isterimu/ Rasul) yang
terdapat pada ayat sebelumnya. Indikator lain, pada bagian akhir dengan jelas
disebutkan ahlu al-bait. Sementara itu jika merujuk pada kondisi sosial umat Islam
pada masa awal diketahui bahwa alasan perempuan untu keluar rumah tidak terbatas
pada kebutuhan-kebutuhan syari’at semata, melainkan termasuk di dalamnya kaena
tuntutan profesi (pekerjaan). Bahkan, apapun bentuk profesi itu selama dilaksanakan
secara bertanggungjawab.
1BAB IV
KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA MENURUT PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA
A. Pandangan perundang-undangan terhadap kewajiban nafkah keluarga
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta
(1982:079) kata nafkah mempunyai arti, yakni :
a. Belanja untuk memelihara kehidupan;
b. Rezeki, makanan sehari-hari;
c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri;
d. (bahasa percakapan)= gaji;
Misal: mencari nafkah (mencari rezeki), suami wajib memberikan nafkah
kepada isteri (uang belanja).
Dalam Undang-undang perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Dalam pasal
24 ayat (1) disebutkan bahwa: Suami wajib melindungi isteri, dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur secara
materil apa yang dimaksud dengan nafkah isteri. Undang-undang ini hanya
mengatur mengenai hukum acaranya saja. Pasal 66 ayat (5) misalnya mengatur
tentang permohonan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak. Yurisprudensi Mahkamah Islam
Tinggi dalam putusannya Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1938 menafsirkan “het
door denman devrow verschuldigde leven souderhoud” dalam pasal 2 Staatsblat
1882 Nomor 152 dalam bahasa Indonesia: keperluan kehidupan isteri yang wajib
2diadakan oleh suami. Ini meliputi barang menurut hukum syar’i dimilikkan
kepada isteri (yakni : makanan, minuman, tempat makanan, tempat minuman,
pakaian perempuan yang bukan perhiasan, alat-alat pembersih badan : sisir, dan
sebagainya.) dan yang disediakan untuk isterinya yakni rumah dan khadim dengan
melihat kemampuan dan kepantasan kedua belah pihak. Sehingga “heet door
denman devrow verschuldigde leven souderhoud” itu lebih luas dari pada
pengertian “nafkah” yang meliputi makanan dan minuman saja.1
Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa pendapat yang masyhur
dikalangan fuqaha mutaakhirin mengenai nafkah isteri ini, di samping meliputi
nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman) juga termasuk kiswah
(pakaian) dan maskan (tempat tinggal). Sedangkan Muhammad Zakaria Al-
Bardasy (1980:89) mengemukakan antara lain bahwa (tentang nafkah isteri)
sebagian hak-hak yang wajib dipenuhi suami terhadap isterinya adalah nafkah,
yakni : apa yang dibutuhkan oleh isteri meliputi makanan, pakaian, tempat
tinggal, tutup kepala, obat-obatan, khadam dan lain-lain yang lazim baginya.
Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang kewajiban suami
terhadap isteri yang salah satunya menentukan tentang nafkah yang harus ia
tanggung, antara lain sebagai berikut :
Ayat (1) :  Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya,
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting
diputuskan oleh suami isteri bersama.
1 Prof. Notosusanto, MR, Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama ;
(Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1975). h. 254
3Ayat (2) :  Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Ayat (3) :  Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
Ayat  (4) : Suami dengan penghasilannya menanggung :
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.
Dari uraian di atas, baik pengertian menurut kamus maupun menurut
peraturan Perundang-undangan, menurut yurisprudensi dan pengertian menurut
kitab-kitab fiqh, kiranya rumusan yang paling tepat dan sesuai dengan pengertian
umum yang ada dalam masyarakat adalah seperti yang tersebut dalam Kompilasi
Hukum Islam di atas, yakni meliputi : nafkah dalam arti sempit (makanan dan
minuman) kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan
biaya pengobatan bagi isteri.2
Seperti hal-hal lain dalam hukum pernikahan Islam, aturan-aturan yang
menyangkut kebutuhan hidup bagi isteri banyak sekali menguntungkan pihak
laki-laki. Namun sebagian besar wanita Indonesia tidaklah banyak
menggantungkan diri ataupun ingin memperoleh bantuan setelah perceraian,
2 Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di
Lingkungan Peradilan Agama; (cet: I; Jakarta: Yayasan Al.Hikmah, 2000). h. 255
4walaupun nampaknya semakin banyak wanita yang menuntut hak atas nafkah
selama pernikahan maupun dalam masa iddah yang masih dihutang oleh para
bekas suami. Pada umumnya wanita yang bercerai, kembali ke rumah orang
tuanya. Lagi pula wanita di seluruh Indonesia sangat giat dalam melakukan
perdagangan kecil dan kadang-kadang menguasai pasar-pasar setempat, sehingga
bukan merupakan keanehan mereka “berdiri sendiri” dalam kehidupan.
Selama perkawinan, seorang wanita berhak atas jaminan kebutuhan hidup
tertentu dari suaminya. Antara lain, nafkah yang layak dan pakaian atau kiswah.
Walaupun kata-kata nafkah yang dipakai di Indonesia menyangkut kebutuhan
hidup secara umum, nampaknya Pengadilan Agama Indonesia membatasi
pengertiannya, dan mendasarkan kewenangannya pada ketentuan Stb. 1882 dan
Stb. 1937 yakni untuk memeriksa perselisihan tentang  “kebutuhan hidup bagi
yang wajib bagi suami atas isterinya,” sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk
makan dan pakaian, tempat tinggal (maskan), tetapi juga beberapa perabot serta
kebutuhan-kebutuhan pribadi lain, sesuai dengan kemampuan suami, tentunya
tidak sampai tidak ada sama sekali.3 Apabila suami tidak dapat memenuhi
kewajibannya atau mengadakan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut, dapat
dijadikan alasan untuk fasakh. Pengaduan seorang isteri kadang-kadang tidak
dimaksudkan untuk benar-benar minta cerai, tetapi sekedar memaksa agar suami
mau memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan demikian Pengadilan Agama Islam
tidak ragu-ragu memerintahkan pada suami untuk membayarnya kepada isteri,
kalau tidak Pengadilan Agama akan memutuskan apa yang dituntut oleh isteri.
3 H. Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia; (cet: I; Jakarta: PT.
Intermasa, 1980). h. 218
5(Tetapi bila mana suami tidak mau melaksanakan keputusan itu secara sukarela,
isteri harus mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Sipil untuk memperoleh
executor verklaring). Perkara semacam ini, sering menyangkutkan masalah tempat
tinggal, yakni maskan, yang merupakan masalah yang sulit bagi masyarakat yang
penuh kemiskinan. Dalam berbagai kejadian, Pengadilan Agama Islam pernah
memutuskan hak maskan itu bagi isteri, baik milik suami sendiri, disewakan atau
dipinjamkan, sepadan dengan kedudukan isteri.4 Tetapi bentuk-bentuk keputusan
Pengadilan Agama Islam dalam hal ini tidak tetap dan memang jarang terjadi
dibandingkan dengan lain-lain perkara, dan bisanya sekedar menetapkan tempat
kediaman yang sah dari suami isteri. Misalnya, Pengadilan Agama Islam pernah
menetapkan, bahwa seorang isteri tidak boleh dipaksa tinggal bersama-sama
dengan ibu mertuanya yang tidak disukai, ataupun bersama dengan bekas isteri
(madu) suaminya, begitu pula tidak boleh dipaksa serumah dengan isteri-isteri
yang lain.5 Selain hak untuk memperoleh nafkah (makan), kiswah (pakaian) dan
maskan (tempat tinggal) serta bantuan-bantuan lain yang layak, seorang isteri juga
berhak pula atas mahr (emas kawin). Jika mahr ini tidak dibayar sewaktu bercerai
(bila tidak dibayar tunai pada waktu akad nikah), biasanya Pengadilan Agama
Islam akan memutuskan bahwa suami itu harus memberikannya kepada bekas
isteri yang memang berhak. Pada umumnya mahr itu kecil sekali, kadang-kadang
hanya beberapa rupiah, tetapi di beberapa daerah tertentu masih masih ada
jumlah-jumlah mahr yang tinggi sesuai dengan adat. Lebih lanjut seorang laki-laki
yang mentalak isterinya masih harus memberikan sesuatu, baik berupa uang,
4 Notosusanto, PP. 97-98
5 Ibid.
6pakaian atau barang lain sebagai mut’ah. Menurut Notosusanto, mut’ah ini
bertujuan untuk memberikan kegembiraan kepada isteri, dan diserahkan setelah
selesai masa iddah.6
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di
Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri.
Ketentuan hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada
pasal 30 dijelaskan : ”Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang
memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan
sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai
akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan
masyarakat. Dalam pengelolaan rumah tangga, undang-undang menempatkan
suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak
untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya
sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan dalam
masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, di sini mengindikasikan
bahwa pendapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang
seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggungjawab
(Pasal 31 ayat 3). Dalam pasal  tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala
keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan ’ibu rumah tangga’ tidak
boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan
6 Ibid, P. 101.
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tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai isteri dia berhak
melakukan pekerjaan diluar rumah tangganya asal dia tidak melupakan fungsinya
sebagai isteri di rumah dan ibu rumah tangga yang secara kodrati dapat
menyambung cinta, kasih sayang di antara suami dan anak dalam sebuah
pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sedang suami
sebagai pemimpin dalam keluarga menjadi penanggungjawab penghidupan dan
kehidupan isteri dan keluarga disertai dengan nasihat dan perhatian dalam
usahanya secara bersama dengan isteri untuk kebahagiaan dalam rumah tangga.
Untuk mengembangkan fungsi masing-masing, pasal 32 ayat 1 yang
ditentukan secara bersama-sama dengan pasal 32 ayat 2 dinyatakan bahwa  suami
isteri harus memiliki sebuah tempat tinggal (kediaman) yang tetap. Ketentuan ini
berbeda dengan ketentuanhukum perdata dan hukum yang hidup dan berkembang
di dalam masyarakat yang mewajibkan isteri tinggal dirumah suaminya. Undang-
undang menganggap musyawarah dalam menentukan tempat tinggal adalah
sejalan dengan ketentuan sebelumnya yang menempatkan suami dalam
kedudukan seimbang dalam melakukan setiap perbuatan yang memiliki akibat
hukum kepada suami isteri tersebut.
Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang
Perkawinan yaitu dalam pasal 33 yang berbunyi : ”Suami isteri wajib saling
mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir maupun bantuan
bathin yang satu kepada yang lain”.
8Pasal ini mengisyaratkan bahwa ketika suami telah mempunyai kedudukan
yang sama dalam perkawinan, maka antara suami dan isteri harus ada saling
hormat menghormati, saling setia, yang merupakan kebutuhan lahir dan batin
masing-masing suami isteri. Penulis berpandangan bahwa dari beberapa pasal
yang telah dikemukakan diatas, undang-undang telah menekankan bahwa
perolehan hak terkait erat dengan penuaian kewajiban, walaupun hak-hak yang
tersebut di atas adalah hak-hak yang dirasakan.
Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur kebutuhan yang dimana
dapat diakses langsung dari suami isteri:
A.  Ayat (1): ”Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
B. Ayat (2): ”Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-
baiknya”.
Pasal ini tidak menyebut kewajiban suami isteri bersifat kebutuhan lahir
dengan terminologi ”nafkah”, akan tetapi keperluan hidup berumah tangga.
Namun secara jelas yang dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan isteri untuk
memenuhi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Adapun yang menarik
dalam ketentuan pasal ini adalah tidak ditetapkannya batasan maksimal dan
minimal dalam nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, akan tetapi
didasarkan kepada keadaan masing-masing suami isteri. Hal ini dimaksudkan agar
9ketentuan ini tetap aktual dan dapat dipergunakan dalam menyahuti kebutuhan
dan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. 7
Sejalan dengan kewajiban suami tersebut di atas, maka kewajiban isteri
adalah mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, hal tersebut merupakan
hak seorang suami. Dalam bagian terakhir tentang hak dan kewajiban suami isteri
dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah mengatur tentang kemungkinan
suami isteri untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan apabila masing-masing
suami isteri melalaikan kewajibannya. Hal itu mrupakan jaminan terhadap hak
masing-masing suami isteri apabila hak tersebut terabaikan.
Dalam bagian lain dari Undang-undang ini yaitu Bab VIII yang mengatur
tentang putusnya perkawinan serta akibatnya antara lain memuat tentang
ketentuan kewenangan pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas isteri, hal ini tercantum dalam Pasal 41 huruf c. Ketentuan yang terdapat
dalam pasal ini memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk menetapkan
kewajiban pada suami untuk memberikan kepada bekas isterinya setelah terjadi
perceraian tanpa merinci batasan kewajiban tersebut sampai kapan dan juga tidak
memberikan batasan maksimal dan minimal kewajiban tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UUP menetapkan hak
dan kewajiban suami isteri yang bersifat materil dan immateril. Kewajiban materil
mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga,
7 M. Atho Mudzar, Wanita dalam masyarakat Indonesia : (Yogyakarta: Sunan Kali Jaga
Pres, 2001). h. 53
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sedangkan hak yang bersifat immateril mencakup hak untuk diperlakukan secara
seimbang dan baik. Semangat undang-undang ini juga mengisyaratkan bahwa
perolehan hak adalah setelah menunaikan kewajiban. Perpanjangan pembayaran
kewajiban dan penerimaan hak dapat dilakukan pengadilan bagi bekas suami atau
isteri setelah terjadi perceraian. Pemenuhan kewajiban di satu sisi dan penerimaan
hak di sisi lain bukan hanya sebagai kewajiban moral dalam sebuah perkawinan,
tetapi dapat di tuntut ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri merasa
dirugikan.
Beberapa hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan
kewajiban suami isteri yang telah diatur secara rinci, karena Kompilasi Hukum
Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada
sebelumnya ( yang dapat diterapkan ) sebagai hukum terapan yang diberlakukan
ummat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan
dikelompokkan hak dan kewajiban bersama antara suami isteri, hak suami, hak
isteri, serta kedudukan masing-masing suami isteri.
Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.
Adapun mengenai kewajiban bersama antara suami isteri diatur dalam bagian
umum yaitu pasal 77 dan pasal 78. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 77
sebagian ditemukan pedomannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yaitu pasal 77 ayat (1) pandangannya adalah pasal 30 Undang-undang Perkwainan
dengan tambahan”....rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;dan pasal 77
ayat (2) padanannya adalah pasal 33 Undang-undang perkawinan, sedangkan pada
ayat 3 belum diatur sebelumnya dalam Undang-undang perkawinan, yaitu: ”suami
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isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka
baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamnya”.
Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami isteri terhadap anak
bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk
kemaslahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya.
Kemudian dalam pasal 77 ayat (4) diatur pula bahwa ”suami isteri wajib
memelihara kehormatannya”. Meskipun dalam pasal 77 ayat  (2) telah diatur
tentang kewajiban saling menghormati, maka melalui pasal ini dipertegas bahwa
salah satu perwujudan rasa saling menghormati adalah adanya kemauan untuk
memelihara kehormatan, yang bukan semata-mata kewajiban moral tetapi juga
kewajiban hukum, yang apabila diabaikan oleh masing-masing isteri, maka salah
satunya dapat menuntut ke Pengadilan. Hal ini seperti diatur dalam pasal 77 ayat 5
dan padanannya dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang Perkawinan.
Selanjutnya dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 diatur lagi tentang tempat kediaman
bersama dan kemudian penentuan tempat kediaman bersama didasarkan kepada
musyawarah. Ketentuan ini merupakan pengulangan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2,
sehingga uraiannya tidak akan dibahas lagi pada bagian ini.
Termasuk pula hal yang merupakan pengulangan dari ketentuan yang ada
sebelumnya adalah ketentuan pasal 79 tentang kedudukan suami isteri. Ketentuan
pasal ini yang terdiri dari tiga ayat pasal 79 ayat 1 padanannya adalah pasal 31
ayat 3, pasal 79 ayat 2 padanannya adalah pasal 31 ayat 2. Pengulangan tersebut
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8dimaksudkan untuk mempertegas dengan menjelaskan bahwa hal tersebut sangat
penting dalam hubungan rumah tangga.
Pada bagian ke tiga diatur,  kewajiban suami yaitu dalam pasal 80, yang
terdiri dari 7 ayat. Ayat –ayat yang merupakan pengulangan yaitu pasal 80 ayat
(2) adalah pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat 1, sedangkan ayat-ayat yang
lain merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Adapun hal yang
diatur dalam kedua ayat tersebut adalah:
”Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami isteri secara bersama”.
Meskipun ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing dalam menyelesaikan
urusan rumah tangga namun dalam hal tertentu tidak serta merta suami dapat
memutuskan segala hal tanpa musyawarah. Dalam pasal 80 ayat 3 dijelaskan pula
:
”suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.
Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada isteri, suami juga
berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada isteri. Kalau sampai
kebetulan tidak punya kemampuan memberikan pendidikan tersebut, suami
memberi kesempatan kepada isteri untuk mendapatkan berbagai pengetahuan
yang dibutuhkan dalam hidup sebagai isteri dan anggota masyarakat.
8 Anton M. Mulyono, Kamus besar bahasa Indonesia : (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h.
93.
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Berbeda dengan ketentuan yang ada sebelumnya (pasal 34 ayat 1,
padanannya pasal 80 ayat 2) yang hanya menjelaskan kepada suami berkewajiban
memenuhi keperlaun hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka
dalam pasal 80 ayat 4 dijelaskan: ”sesuai dengan penghasilannya, suami
menanggung:
1. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan
anak .
Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah
tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal
kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya pengobatan.
Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk
biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya ruma tangga, dan hal ini
juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian
dari bahasa Indonesia yang berarti  pengeluaran.
Mengenai kewajiban suami terhadap isteri di atas, Kompilasi Hukum Islam
mengatur bahwa kewajiban nafkah dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya
tamkin sempurna. Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa secara yuridis formal
suami berkewajiban memenuhi (pasal 84 ayat 4 huruf a) dan apabila isteri itu
telah terikat dengan suatu perkawinan yang sah, dan isteri mempunyai kapasitas
dan telah memiliki peran sebagai ibu rumah tangga/isteri. Apabila ia tidak dapat
berperan sebagai seorang isteri, baik karena  ia kurang atau tidak memiliki
kapasitas untuk itu, atau dia mempunyai kapasitas yang dimaksud akan tetapi
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enggan berperan sebagai seorang isteri maka kewajiban seorang suami untuk
memberi nafkah kepadanya menjadi gugur karena isteri dikategorikan nusyus.
Ketentuan ini diatur dalam pasal 80 ayat (5) yaitu: ”Kewajiban suami
sebgaaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri nusyus. Kalau dalam
pasal ini sikap isteri yang menyebabkan gugur hak nafkah, maka dalam pasal 80
ayat 6 diatur bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap
dirinya. Bagian keempat dari hak dan kewajiban suami isteri mengatur tentang
masalah tempat tinggal kediaman. Pada pasal 81 ayat 1 sebagai penjabaran dari
ketentuan pasal 80 ayat 4 dijelaskan: ”Suami wajib menyediakan tempat tinggal
kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau  bekas isteri yang masih dalam masa
iddah.” Ketentuan pasal ini menjelaskan batas akhir kewajiban suami untuk
menanggung tempat kediaman yaitu sampai masa iddah, baik iddah raj’i maupun
ba’in tidak dijelaskan oleh pasal ini, namun melalui pasal 149 yang mengatur
”akibat talak”, pada sub b pasal tersebut dijelaskan: ”Bila mana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah
kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak
ba’in”.
Melalui penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban untuk
memenuhi maskan adalah hingga akhir iddah talak raj’i. Jadi tempat kediaman itu
adalah tempat tinggal yang layak selama dalam ikatan perkawinan, iddah talak
atau iddah wafat. Pasal 81 ayat 2 pasal ini menjelaskan pula bahwa selama masa
iddah wafat, maka seorang isteri berhak mendapatkan maskan. Kemudian dalam
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9pasal 81 ayat 3 diatur fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi anak-
anak, tempat menyimpan harta kekayaan dan tempat mengatur dan menata alat
rumah tangga.
Kewajiban suami untuk menyediakan kediaman itu mencakup pula kewajiban
untuk melengkapi peralatan rumah tangga, maupun sarana penunjang lainnya
(pasal 81 ayat 4). Meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak
bagi isteri, namun secara khusus Kompilasi Hukum Islam mengatur pula
kewajiban isteri yaitu pada pasal 83. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban
utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas
yang dibenarkan hukum Islam.
Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan: ”Isteri menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan ssebaik-baiknya. Hemat penulisan
rumusan pasal ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar Kompilasi Hukum Islam
tetap aktual dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sejalan dengan
perkembangan masyarakat yang ada, namun yang jelas penekanan pasal ini telah
mengacu terhadap kewajiban yang bersifat intern rumah tangga.
Sebagaimana telah diuraikan di atas di mana kewajiban suami akan gugur
karena isteri nusyuz, maka melalui pasal 84 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban
suami dapat berlaku kalau isteri tidak nusyuz. Sebagai pasal yang mengatur
9 Abdurrahman dan A. Haris, Hadis hindun Bidayah al-Mujtahid : (Semarang: Al-Syif,
1990). h. 462
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kewajiban isteri, maka pasal ini seyogyanya ditempatkan sebagai pasal-pasal
tentang kewajiban suami.
Karena nusyuz, akan menyebabkan hilangnya sebagian hak-hak isteri, maka
penetapan isteri nusyuz harus didasarkan kepada bukti yang sah. Berdasarkan
uarian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum
Islam telah diatur secara rinci mencakup jenis kewajiban, kapan mulai berlaku,
kemungkinan gugur hak, kemungkinan merelakan hak untuk isteri, dan batas
akhir berlaku hak-hak tersebut serta kemungkinan berlaku kembali hak-hak bagi
isteri.
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-undangan
Pembahasan tentang hak dan kewajiban, suami istri menurut perundang-
undangan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dan kompilasi hukum Islam. Dalam UUP No. 1 tahun 1974 diatur dalam BAB VI
pasal 30 sampai pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam BAB XII pasal 77
sampai pasal 84.
1. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974
Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI pasal 30
sampai pasal 34.
Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :
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(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
(3)  Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan menegaskan :
(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan
oleh suami istri bersama.
Dalam pasal 33 UU perkawinan menegaskan , suami istri wajib
saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
yang satu kepada yang lain.
Pasal 34 UU Perkawinan disebutkan :
(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan.10
2.  Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)
a. Kewajiban Suami
Pasal 80 Kompilasai Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap
istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut :
10 Undang-undang Perkawinan di Indonesia , Arkola, Surabaya, 15-16
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(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal–hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami istri bersama.
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa, dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
(a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
(b) Biaya Rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak.
(c) Biaya pendidikan anak.
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebgaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyuz.11
Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi
mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut :
11 H. Abdurrahman , Kompilasi Hukum Islam di Insonesia : (Jakarta: Akademika
Presindo, 1995). h. 132-133
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(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak atau
bekas istri yang masih dalam masa iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah, talak, atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,
sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta
disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.12
b. Kewajiban istri
Adapun kewajiban istri terhadap suami yang secara garis besar terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan
84.
Pasal 83 :
(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya.13
Pasal 84 :
12 Ibid, h. 133.
13 Ibid, h. 134
20
(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah.
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada
pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri
tidak nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan
bukti yang sah.14
c. Kewajiban bersama antara suami istri
Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum
Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84.
Pasal 77 ayat (1) berbunyi :”Suami istri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut
dikutip dibawah ini :
Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani,
maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
14 Ibid, h. 134
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Suami istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika Suami/istri
melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan agama.15
Pasal 79 :
(1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan istri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
Suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum16.
3. Sanksi Hukum Suami Jika Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah kepada
Isteri.
Pasal 78 mengatur tentang pengajuan permohonan isteri atas nafkah, biaya
pemeliharaan dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berangsung.
Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, isteri sebagai
penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim agar selama proses
pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya
pemeliharaan anak dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus,
Hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada
isteri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib
dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan harta
pribadi isteri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan Hakim mendahului
putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada ke
15 Ibid, h. 132
16 Ibid
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dua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Untuk lebih jelas ada baiknya pasal 78 dicantumkan yang berbunyi:
“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat,
Pengadilan dapat :
a. Menentukan nafkah yang ditanggung suami .
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak.
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.17
Ketentuan pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 di atas sama bunyinya dengan Pasal
24 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975. Tujuannya, berupa tindakan sementara dari
Pengadilan yakni selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ditetapkan
lebih dahulu suatu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah isteri, biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta adanya kepastian sementara tentang
terjaminnya pemeliharaan harta perkawinan, terutama mengenai harta bersama
dan harta pribadi isteri. Karena jika tidak ditetapkan lebih dulu hal-hal tersebut,
selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung terkadang prosesnya
bisa bertahun-tahun mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi,
kemungkinan besar suami tidak mau memberi nafkah hidup isteri. Atau suami
tidak bersedia memberi biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak.
bahkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ada kemungkinan suami
17 M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi: Bidang Perdata:
(Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1988). h. 282.
23
menjual harta bersama atau harta pribadi isteri. Supaya hal-hal yang seperti itu
tidak terjadi, perlu ditetapkan tindakan pengamanan berupa nafkah biaya hidup
biaya isteri yang wajib dibayar suami kepada isteri setiap bulan. Beberapa biaya
pemeliharaan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang wajib ditunaikan
suami setiap bulan. Untuk menjamin keutuhan dan terpeliharanya harta bersama,
bisa dilakukan dengan jalan meletakkan sita marital yang penjagaannya
diserahkan kepada isteri. Demikian kira-kira tujuan yang terkandung dalam pasal
78 UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 24 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975.18
18 Merteza Mutahhari, Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam: (Bandung: Pustaka





Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian atas, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di
Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban
suami istri. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 yang berbunyi “Suami
istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Adapun Kompilasi Hukum
Islam dalam pasal 80 yang berisi tentang kewajiban suami terhadap istri,
antara lain sebagai berikut:
Ayat (1) : Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah
tangga yang penting diputusakn oleh suami istri bersama
Ayat  (2)  :   Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya.
Ayat   (3) : Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada
isterinya dan memberikan kesepatan belajar pengetahuan
yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan
bangsa.
Ayat  (4) : Suami dengan penghasilannya menanggung :
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1. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.
2. Pasal 78 mengatur tentang permohonan isteri atas nafkah, biaya
pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan
berlangsung. Di sini, seorang hakim sebelum menetapkan putusannya
untuk penggugat (suami), Hakim terebih dahulu menetapkan sanksi untuk
Tergugat/suami sebagai berikut :
1. Membayar nafkah lampau, iddah, dan mut’ah untuk Istri;
2. Menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya;
3. Menanggung biaya pendidikan anak-anaknya;
4. Serta adanya kepastian tentang terjaminnya harta perkawinan, terutama
mengenai harta bersama dan harta pribadi isteri.
B. Saran-saran
Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut
ini akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, suami
dan istri harus bisa bekerjasama dengan baik, saling melengkapai dan
saling menghargai. Karena tanggung jawab suami dan istri sama beratnya.
2. Hak kepemimpinan dalam keluarga yang dimiliki seorang suami, tidak
boleh disalahgunakan dalam mengaplikasikannya dalam keluarga, dan
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juga tidak boleh semena-mena terhadap anggota keluarganya, karena itu
semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt
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